BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR /3 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU,

bahwa untuk melaksanakan Rencana Aksi Program
Pemberantasan Korupsi tentang Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Pemerintah Kabupaten
Rokan Hulu, dipandang perlu menetapkan Standar
Pelayanan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online
Rakyat (LAPOR) Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-undang
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Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat
di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum
Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi
Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 131.14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan
Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

11. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 51
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN

LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
KABUPATEN ROKAN HULU

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah, sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu;

3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

5. Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat adalah Pusat Layanan
Informasi dan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Rokan
Hulu yang selanjutnya disebut LAPOR,;

6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda
yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik dokumen, data, fakta
maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang
disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik
ataupun non elektronik;

7. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan
pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi
publik;

8. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;

9. Badan Publik adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu beserta
perangkatnya, baik yang bersifat struktural maupun fungsional, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan
Pemerintahan Desa;

10. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk
menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik;

11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab
dalam pengumpulan, pengolahan, pendokumentasian, penyimpanan,
pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu;

12. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang
selanjutnya disingkat PPID Pembantu adalah Sekretaris pada Dinas,
Badan dan RSUD Rokan Hulu, dan Para Camat di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu yang bertugas membantu
pelaksanaan tugas PPID;

13. Kepentingan Intern adalah kepentingan akan layanan informasi dari
semua unsur Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;

14. Kepentingan Ekstern adalah kepentingan masyarakat akan layanan
informasi;

15. Layanan Informasi adalah pemberian informasi kepada orang atau
badan yang membutuhkan dalam rangka meningkatkan partisipasinya
terhadap pembangunan dan mewujudkan pemerintahan yang bersih
dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

16. Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon
adalah warga negara dan/atau badan yang mengajukan permintaan
informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan;

17. Masyarakat adalah orang perseorangan, atau kelompok orang atau
badan,;

18. Badan adalah badan hukum atau bukan badan hukum;

19. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan yang
disampaikan kepada LAPOR berupa sumbangan pikiran, saran,
gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun,




20. Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah proses kegiatan yang
meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, Klarifikasi, penyaluran,
tindak lanjut, pelaporan, dan pengarsipan atas pengaduan masyarakat;

21. Pelapor adalah masyarakat yang menyampaikan pengaduan kepada
LAPOR;

22. Terlapor adalah pejabat publik dan/atau badan publik yang diadukan
oleh Pelapor;

23. Mediasi adalah penyelesaian sengketa pengaduan antara Pelapor dan
Terlapor melalui bantuan LAPOR;

24. Kebijakan Publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Publik;

25. Pelayanan Publik adalah semua jenis pelayanan yang diberikan oleh
Pemerintah Kabupaten ROKAN HULU sebagai Badan Publik;

26. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut
SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai
berbagai proses penyelenggaraan layanan informasi dan pengaduan
masyarakat pada LAPOR;

27. Sikap atau perilaku Pejabat Publik adalah sikap dan
perilaku pejabat publik dalam rangka penyelenggaraan fungsi-fungsi
umum pemerintahan yang meliputi pelayanan (servicing), pembangunan
(developing), fasilitasi (facilitating), pemberdayaan (empowering), dan
pengaturan (regulating).

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Standar Pelayanan LAPOR dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi
penetapan kinerja Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penetapan Standar Pelayanan LAPOR adalah untuk memberikan

- kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan Penyelenggara
sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Pasal 4

Fungsi Standar Pelayanan LAPOR adalah:

a. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat
pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan;

b. Memberikan kejelasan/kepastian pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat;

c. Menjadi alat komunikasi antara masyarakatdengan penyedia layanan
dalam upaya meningkatkan pelayanan;

d. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan serta menjadi alat
monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan;

e. Melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik.
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BAB III
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Pasal §

(1) Komponen Standar Pelayanan LAPOR meliputi;
a.Dasar Hukum;
b. Persyaratan;
c. Sistem, Mekanisme dan Prosedeur kerja PUSLINDUMAS;
Jangka waktu penyelesaian,;
Biaya/tarif;
Jenis Pelayanan;
Sarana Prasarana;
Kompetensi Pelaksana;,
Pengawasan Internal,
Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan;
Jumlah Pelaksana;
Jaminan pelayanan,;
. Jaminan keamanan dan keselamatan;
Evaluasi kinerja pelaksana.

BECORT DRSO A

(2) Komponen standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Ketua LAPOR Dbertanggung jawab dalam mengimplementasikan Standar
Pelayanan LAPOR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7
Ketua LAPOR melakukan monitoring dan pengawasan atas pencapaian
kinerja LAPOR sebagaimana yang ditetapkan dalam standar pelayanan
LAPOR.
Pasal 8
(1) Ketua LAPOR melakukan evaluasi atas Standar Pelayanan sekurang-
kurangnya satu kali dalam satu tahun.
(2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan atas Standar pelayanan.
Pasal 9
LAPOR melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

layanan informasi dan pengaduan masyarakat sekurang-kurangnya satu kali
dalam setiap tahun.



BAB YV
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan
Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 70 Jumadﬂ Akhir 1438 H

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal _// _Jumadil Akhir 1438 H
A Maret 2017 M
SEKRETARIS DAERAH
X KAB EN ROKAN HULU,

AMRI

- BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2017 NOMOR : /S



B

) LAMPIRAN : PERATUEAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : /4 TAHUN 2017
TAHUN : /0 JUMADIL AKHIR 1438 H

STANDAR PELAYANAN

/4 MARET 2017 M

LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Pelaksana yang menguasai ilmu
komunikasi

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Pelaksana yang menguasai prinsip-prinsip
komunikasi publik

5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-undang

Pelaksana yang menguasai dasar
administrasi

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 131.14-3458 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan
Wakil Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

7. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 51
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi

dan Informatika.

Pelaksana yang menguasai prinsip-
prinsip penyusunan dan pengelolaan
data




Keterkaitan :

Peralatan Perlengkapan :

Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Bidang
Komunikasi dan Informatika

Meja, Kursi, Komputer / Laptop,printer,
ATK

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Format Input dan Output sesuai dengan klasifikasi
pengaduan dari Masing-masing laporan masyarakat.

Format Input dan Format Output/Laporan




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KETUA KET
STAF PERSYARATAN /
SEKRETARIS OPD PERLENGKAPAN OUTPUT WAKTU
PENGADUAN LANGSUNG/SMS
v Data pelapor,
terlapor, dan | Data Surat
1 Pengaduan Masyarakat masalah yang | Pengaduan
diadukan
Berkas
. . . . | Penanganan
2 Tindak Lanjut v Ela:;t;lkna31 JENIS | [ aporan
P berdasarkan
jenis laporan
5 Penata usahaan v Kerlfélfkkapan %ata gemberkgsan
Pengaduan Masyarakat pe ung an |} dan penylapan
pola penanganan | tim investigasi
hasil Investigasi | Investigasi,
4 Pembuktian Pengaduan N dan pengumpulan | interview, dan
Masyarakat data observasi | observasi
lapangan lapangan
. Berita acara Berkas Berita
5 Hasil penanganan N penang acara
Pengaduan Masyarakat la raneu at penanganan
po laporan
Tindak lanjut
6 Koordinasi Pengaduan N Koordinasi OPD | hasil
Masyarakat terkait penanganan
pengaduan
PERINTAH BUPATI
. Perintah Bupati N za;tsa akt;:laporyiil; Data Surat
dilaporkan Pengaduan




Tindak Lanjut Berkas
) Klasifikasi jenis | - cnanganan
laporan Laporan
berdasarkan
jenis laporan
Penata usahaan Kelengkapan data | Pemberkasan

3 Pengaduan Masyarakat pendukung dan | dan penyiapan

pola penanganan | tim investigasi
Pembuktian Pengaduan Hasil Investigasi | Investigasi,

4 Masyarakat dan pengumpulan | interview, dan
data observasi | observasi
lapangan lapangan

Hasil penanganan Berita acara Berkas Berita

5 Pengaduan Masyarakat acara
penanganan
japoran penanganan

laporan
Koordinasi Pengaduan Tindak lanjut

6 Masyarakat Koordinasi OPD | hasil
terkait penanganan

pengaduan

PELIMPAHAN DARI INSTANSI PUSAT /PROVINSI

Pelimpahan Dari Instansi Instansi yang | Data Surat
Pusat/Provinsi melimpahkan, Pengaduan

1 Data terlapor dan
masalah yang
dilaporkan

Tindak Lanjut Berkas
. . . . | Penanganan
9 ga:gam jenis Laporan
P berdasarkan
jenis laporan
Penata usahaan Kelengkapan data | Pemberkasan

3 Pengaduan Masyarakat pendukung dan | dan penyiapan
pola penanganan | tim investigasi

4 Pembuktian Pengaduan Hasil Investigasi | Investigasi,

Masyarakat

dan pengumpulan

interview, dan




data observasi | observasi
lapangan lapangan
Hasil penanganan Berita acara Berkas Berita
Pengaduan Masyarakat N penanganan acara
Japoran penanganan
laporan
Koordinasi Pengaduan Tindak lanjut
Masyarakat N Koordinasi OPD | hasil
terkait penanganan
pengaduan
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